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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah apa yang di paparkan di atas, dari hasil penelitian tersebut dapat di 

simpulkan bahwa. 

1. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di Bale Mediasi kabupaten Lombok 

Timur lebih kepada pranata penyelesaian sengketa dengan melalui Mediasi. 

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi secara sederhana, 

yang di mulai dengan adanya keberatan dari salah satu pihak lalu melapor ke 

pihak Bale Mediasi atau melalui Desa, kemudian pihak desa akan mengantar ke 

Bale Mediasi kemudian oleh pihak Bale Mediasi memanggil para pihak untuk di 

hadirkan dalam satu tempat. Selanjutnya di lakukan musyawarah oleh pihak 

mediator dengan memanggil para pihak yang bersangkutan dalam suatu 

komunikasi untuk menyelesaikan perkara sengketa melalui jalur luar pengadilan 

atau non litigasi. Setelah para pihak menemukan dan menyepakati suatu 

penyelesaian sengketa maka pihak Bale Mediasi dengan menunjuk mediator yang 

sudah bersertifikat untuk melakukan Mediasi, karena Mediasi di anggap lebih 

efektif untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa. Mediasi juga berdasarkan 

pada pendekatan konsensus atau mufakat yang merupakan jati diri dari suatu 

masyarakat. Mediasi dapat di terima dan di gunakan oleh masyarakat, karena 

fokusnya sesuai dengan cara pandang hidup masyarakat itu sendiri. Masyarakat 

yang mewarisi tradisi budaya yang menekankan pentingnya kerukunan dan 

kebersamaan dalam kehidupan akan dapat menerima dan menggunakan proses 

musyawarah atau mufakat dalam penyelesaian sengketa. 
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2.  Ada dua jenis hambatan untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar hukum, 

hambatan tersebut merupakan hambatan hukum dan hambatan non-hukum. 

Kendala hukum, sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, keabsahan hasil perdamaian para pihak 

yang biasanya merupakan buah perdamaian menjadi nyata. Dan upaya di luar 

hukum juga kurang memiliki kepastian hukum, karena legalitasnya tidak diatur 

secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Apabila para pihak 

ingin memperoleh status yang jelas dari hasil perdamaian, para pihak dapat 

mencatat dan mencatat hasil perdamaian tersebut. kontrak dan arbitrase 

perdamaian sengketa tanah di pengadilan kepada pejabat yang berwenang. Namun 

apabila kedua belah pihak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan hasil 

pemungutan suara, maka tidak perlu lagi memberitahukan kepada pengadilan atau 

pejabat yang berwenang. Namun, sebaiknya perdamaian dicatat di pengadilan 

sehingga dalam kasus pelanggaran perdamaian ada bukti yang kuat, jika salah satu 

pihak diberi teguran karena faktor pelanggaran yang terjadi di luar hukum. 

Peraturan perundang-undangan, seperti sulitnya menghadirkan pemangku 

kepentingan yang merasa paling cocok, pihak-pihak yang merasa dirugikan dan 

reaksi dari para pihak dan tentunya ada kendala lain tergantung kondisi dan 

keadaan masyarakat. 

B. SARAN 

1. Perlunya pengaturan tentang keabsahan atau legalitas hasil dari alternatif 

penyelesaian sengketa atau di luar pengadilan di atur lebih jelas lagi. 

2. Perlunya diberikan pemahaman tentang melakukan upaya penyelesaian sengketa 

dengan perdamaian atau di luar pengadilan terlebih dahulu. Terutama hasil dari 

perjanjian perdamaian tersebut agar di daftarkan di pengadilan untuk dilegalitas 
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oleh pengadilan agar mempunyai kekuatan yang eksekutorial dan mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, untuk mengantisipasi kedepannya jika terjadi 

wanprestasi, sehingga ada bukti yang kuat jika akan menegur salah satu pihak 

yang melakukan wanprestasi atas perdamaian tersebut. 
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